
GUBERNUR JAWA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOM OR 72 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNURJAWA TIMUR 

NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

Menimbang: 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

bahwa dengan adanya beberapa penambahan kewenangan di 

bidang perizinan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Terpadu; 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 132); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

ten tang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

10. Peraturan 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Standar Pelayanan Publik; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

PertamajMadrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh 

Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan 
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18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 33 Tahun 

2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 

Pertarna Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas 

Luar Biasa (SMALB); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 40 Tahun 

2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

(SMK/MAK); 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 36 

Tahun 2014 tentang Pedornan Pendirian, Perubahan, dan 

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nornor 8 Tahun 

2011 ten tang Pelayanan Publik (Lernbaran Daerah 

Provinsi Jawa Tirnur Nornor 7 Tahun 2011 Seri D, 

Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nornor 

7) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tirnur Nornor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tirnur 

Nornor 8 Tahun 2011 ten tang Pelayanan Publik 

(Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nornor 10 Tahun 

2016 Seri D, Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa 

Tirnur Nornor 65); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nornor 11 Tahun 

2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nornor 1 

Tahun 2016 Seri C, Tarnbahan Lernbaran Daerah 

Provinsi Jawa Tirnur Nornor 63); 

23. Peraturan Gubernur Jawa Tirnur Nornor 137 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Tirnur Nornor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Jawa Tirnur Nornor 137 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Terpadu; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 

TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PERIZINAN TERPADU. 

Pasal I 
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Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2016 Nomor 137 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2017 Nomor 53 Seri E), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni 

huruf s sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal8 

(1) Jenis perizinan pada UPT P2T meliputi sektor-sektor: 

a. Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 

b. Penanaman Modal; 

c. Kesehatan; 

d. Pekerjaan Umum Bina Marga; 

e. Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; 

f. Perhubungan; 

g. So sial; 

h. Ketenagakerj aan; 

1. Koperasi U saha Kecil, dan Menengah; 

J. Kebudayaan dan Pariwisata; 

k. Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

1. Peternakan; 

m. Kelautan dan Perikanan; 

n. Kehutanan; 

0. Energi dan Sumberdaya Mineral; 

p. Perindustrian dan Perdagangan; 

q. Lingkungan Hidup; 

r. Perkebunan; dan 

s. Pendidikan. 

(2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pad a 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran. 

2. Beberapa 
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2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai 

berikut: 

a. ketentuan huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

J . Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas: 

1. Rekomendasi Persyaratan Dasar 

Penggolongan Kelas Hotel; 

2. Sertifikat Penggolongan RestoraniRumah 

Makan; dan 

3. Izin Operasional Pramuwisata. 

b . setelah huruf r ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf s, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

s. Pendidikan, terdiri atas: 

1. Perizinan dibidang Pendidikan Menengah 

jenjang Sekolah Menengah Atas meliputi: 

a) Izin Pendirian Sekolah; 

b) Izin Operasional Sekolah; 

c) Perpanjangan Izin Operasional Sekolah; 

d) Izin Perubahan; dan 

e) Izin Penutupan. 

2. Perizinan dibidang Pendidikan Menengah 

jenjang Sekolah Menengah Kejuruan meliputi: 

a) Izin Pendirian Sekolah; 

b) Izin Operasional Sekolah; 

c) Perpanjangan Izin Operasional Sekolah; 

d) Izin Pembukaan I Penambahan I 
Perubahan Program Keahlian I Program 

Kekhususan; 

e) Izin Perubahan; dan 

f) Izin Penutupan. 

3. Perizinan dibidang Pendidikan Khusus 

meliputi: 

a) Izin Pendirian Sekolah; 

b) Izin Operasional Sekolah; 

c) Perpanjangan Izin Operasional Sekolah; 

d) Izin Pembukaan I Penambahan I 
Perubahan Program Keahlian I Program 

Kekhususan; 

e) Izin Perubahan; dan 

f) Izin Penutupan. 

Pasalii 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahuinya, 

Peraturan Gubernur 

memerintahkan 

1m dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

2017 

. SOEKARWO 



Diundangkan di Surabaya 

Pada tanggal 10 Nopember 2017 

an. SEKRETARIS DAERAH 

PR WA TIMUR 

SH MH 

NIP. 19640319 198903 1 001 

- 8 -

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 72 SERI E. 


